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PERATURAN KEPALA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG

PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang

Meningat

bahwa dalam rangka pengelolaan barang milik negara
yang berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum,
transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai
guna menertibkan distribusi barang perlu mengatur
penatausahaan barang milik negara di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Badan tentang Penatausahaan Barang Milik
Negara di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 90);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014
tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi dan
Stasiun Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika No. 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika No. 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfir Global;



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENATAUSAHAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Barang Milik
Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Negara.

Kuasa Pengguna Barang, yang selanjutnya disingkat KPB
adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk
oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang, yang

selanjutnya disingkat UPKPB, adalah wunit yang
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melakukan penatausahaan BMN di lingkungan Badan
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Wilayah, yang
selanjutnya disebut UPPB-W, adalah unit yang
membantu melakukan penatausahakan BMN pada
tingkat wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan
sebagai UPPB-W oleh Pengguna Barang.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang Eselon [, yang
selanjutnya disebut UPPB-E1, adalah unit organisasi
yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada
tingkat Eselon I Pengguna Barang.

Unit Penatausahaan Pengguna Barang, yang selanjutnya
disingkat UPPB, adalah unit yang melakukan
penatausahaan BMN di lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika.

Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disebut
DBKP, adalah daftar yang memuat data BMN yang
disusun oleh masing-masing UPKPB pada Kuasa
Pengguna Barang.

Daftar Barang Pengguna Wilayah, yang selanjutnya
disebut DBP-W, adalah daftar yang memuat data BMN
yang disusun oleh masing-masing UPPB-W pada tingkat
kantor wilayah Pengguna Barang.

Daftar Barang Pengguna Eselon I, yang selanjutnya
disebut DBP-E1, adalah daftar yang memuat data BMN
yang disusun oleh masing-masing UPPB-E1 pada tingkat
unit eselon I Pengguna Barang.

Daftar Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut DBP,
adalah daftar yang memuat data BMN yang disusun oleh
masing-masing UPPB pada Pengguna Barang.

Rencana Kebutuhan BMN, yang selanjutnya disebut
RKBMN, adalah rincian kebutuhan BMN pada masa yang
akan datang yang disusun berdasarkan pengadaan
barang yang telah lalu dan keadaan yang sedang

berjalan.
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Laporan Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya
disebut LBKP, adalah laporan yang disusun oleh Kuasa
Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN pada awal
dan akhir periode tertentu secara semesteran dan
tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode
tersebut.

Laporan Barang Pengguna Wilayah, yang selanjutnya
disebut LBPW, adalah laporan yang disusun oleh kantor
wilayah Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN
pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran
dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode
tersebut.

Laporan Barang Pengguna Eselon I, yang selanjutnya
disebut LBPE1, adalah laporan yang disusun oleh unit
eselon I Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN
pada awal dan akhir periode tertentu secara semesteran
dan tahunan serta mutasi yang terjadi selama periode
tersebut.

Laporan Barang Pengguna, yang selanjutnya disebut
LBP, adalah laporan yang disusun oleh Pengguna Barang
yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir periode
tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi

yang terjadi selama periode tersebut.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi

Pelaksana  Penatausahaan, Pembukuan, Inventarisasi,

Pelaporan, dan Daftar Distribusi Barang.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan

pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan.



